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RINGKASAN

Penelitian 1ni dilatarbelakangi oleh perubahan pengaturan diskresi pasca
diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dalam sistem administrasi
pemerintahan Indonesia. Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap tindakan penyelenggara negara harus berada
dalam koridor hukum. Namun, kebutuhan akan fleksibilitas dalam menghadapi
dinamika sosial melahirkan diskresi sebagai instrumen untuk menjembatani
keterbatasan norma hukum. Diskresi merupakan konsekuensi dari pergeseran
konsep negara dari nachwachtersstaat menuju welfare state, yang menuntut
pemerintah lebih aktif dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Meskipun
demikian, perluasan ruang diskresi yang tidak dibatasi secara memadai berpotensi
menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Permasalahan menjadi krusial setelah
dihapusnya syarat “tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”
dalam pengaturan diskresi melalui Pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja, yang
sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan. Perubahan ini memberikan keleluasaan lebih besar
bagi pejabat pemerintahan, khususnya dalam perizinan pertambangan, yang dalam
praktiknya berdampak pada berkurangnya kewajiban AMDAL, pemberian izin di
kawasan hutan lindung, serta terbatasnya pelibatan masyarakat. Kondisi ini
menimbulkan implikasi berupa ketidakpastian hukum, ketidakadilan lingkungan,

dan ketidakadilan sosial.

Penelitian ini mengkaji perubahan parameter diskresi dalam perizinan
pertambangan pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang
menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam tata kelola perizinan.
Kewenangan yang sebelumnya tersebar pada pemerintah daerah kini tersentralisasi

pada pemerintah pusat melalui mekanisme perizinan berbasis digital, sehingga



diskresi berada pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain itu, terjadi perluasan
konsep diskresi melalui penghapusan syarat “tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan”, yang sebelumnya menjadi batas utama dalam
penggunaannya. Perubahan ini berdampak pada lima aspek krusial, yaitu: (1)
sentralisasi kewenangan perizinan pada pemerintah pusat; (2) kewajiban AMDAL
yang tidak lagi mutlak karena bergantung pada klasifikasi risiko yang ditentukan
pemerintah; (3) dimungkinkannya pemberian izin pertambangan di kawasan hutan
lindung tanpa AMDAL sepanjang memperoleh persetujuan pemerintah pusat; (4)
pelibatan masyarakat yang cenderung bersifat konsultatif dengan keputusan akhir
tetap berada pada pemerintah; serta (5) dihapuskannya hak keberatan masyarakat
terhadap dokumen AMDAL sebagai mekanisme checks and balances. Perubahan
ini membuka ruang interpretasi yang luas bagi pejabat administratif, khususnya
dalam menentukan klasifikasi risiko usaha dan penetapan Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP). Ditinjau dari perspektif prinsip negara hukum, perluasan
diskresi tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dengan unsur utama negara hukum,
khususnya perlindungan hak asasi manusia dan asas legalitas. Dalam praktiknya,
keleluasaan diskresi memungkinkan pemberian izin tanpa pelibatan masyarakat
yang memadai serta tanpa kajian lingkungan yang komprehensif. Hal ini berpotensi
menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan. Dengan demikian,
perubahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang berorientasi pada pertumbuhan
ekonomi justru berimplikasi pada melemahnya keadilan lingkungan, keadilan

sosial, dan pembatasan kekuasaan dalam kerangka negara hukum.

Penelitian ini juga mengkaji implikasi hukum dari perluasan diskresi perizinan
tambang pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terhadap
keadilan sosial, keadilan lingkungan, serta efektivitas pengujian di peradilan tata
usaha negara. Dalam praktiknya, diskresi yang tidak lagi mensyaratkan keselarasan
dengan peraturan perundang-undangan telah mengabaikan prinsip Free, Prior, and
Informed Consent (FPIC) serta pelibatan masyarakat dalam proses perizinan,

meskipun secara normatif kewajiban tersebut masih diatur dalam peraturan



pelaksana. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya pelanggaran hak asasi
manusia, terutama terhadap masyarakat adat dan hak atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat. Data empiris menunjukkan adanya peningkatan signifikan kasus
perampasan wilayah adat yang mayoritas berkaitan dengan proyek pertambangan,
serta munculnya konflik antara masyarakat dan perusahaan akibat pemberian izin
yang tidak transparan dan tidak partisipatif. Bahkan, dalam beberapa kasus,
penolakan masyarakat terhadap aktivitas tambang justru direspons dengan
kriminalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik diskresi telah menyimpang dari
prinsip keadilan sosial dan lingkungan sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Di
sisi lain, perluasan diskresi juga berdampak pada melemahnya efektivitas pengujian
di peradilan tata usaha negara. Meskipun kesesuaian dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AUPB) masih menjadi syarat sah diskresi, sifat AUPB
yang abstrak dan multitafsir menyebabkan kesulitan dalam menjadikannya sebagai
alat uji yang objektif dan konsisten. Akibatnya, berbagai kebijakan perizinan yang
berpotensi melanggar hak lingkungan dan hak masyarakat adat tetap dapat
dibenarkan atas dasar asas kemanfaatan. Hal ini tidak hanya melemahkan fungsi
kontrol peradilan terhadap tindakan administrasi pemerintahan, tetapi juga
berpotensi memperluas ruang legitimasi bagi penyalahgunaan diskresi dalam tata

kelola pertambangan.
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ABSTRAK
Kata Kunci: Diskresi, Perizinan Tambang, UU Cipta Kerja, Negara Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban terkait apakah konsep diskresi
pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja bertentangan dengan prinsip negara hukum
dan bagaimana konsep diskresi yang tepat agar selaras dengan prinsip negara
hukum. Signifikansi penelitian ini terletak pada penjelasan terkait area diskresi
mana saja di sepanjang proses perizinan tambang yang bertentangan dengan prinsip
negara hukum serta implikasi hukum, lingkungan, dan sosial yang timbul atas hal
tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan sifat
penelitian preskriptif, tipe penelitian yuridis-normatif, dan pendekatan penelitian
perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa konsep diskresi perizinan tambang pasca UU Cipta Kerja yang
termanifestasikan ke dalam penentuan perusahaan tambang tidak wajib AMDAL,
penentuan perusahaan tambang yang boleh beroperasi di kawasan hutan lindung,
dan penentuan pemenuhan kualifikasi pelibatan masyarakat oleh pemerintah
bertentangan dengan prinsip negara hukum. Selain itu, penelitian ini juga
menemukan bahwa terdapat implikasi berupa ketidakpastian hukum, ketidakadilan
lingkungan, dan ketidakadilan sosial dari diskresi perizinan tambang pasca UU
Cipta Kerja. Oleh karenanya, syarat diskresi terbaru perlu dikembalikan ke syarat
lama dengan menambahkan syarat “Tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan” sebagaimana yang pernah tertuang di dalam UU
Administrasi Pemerintahan, dan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya perlu
direvisi.
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ABSTRACT

Keywords: Administrative Discretion, Mining Licensing, Job Creation Law,
Rule of Law

This study aims to examine whether the concept of discretion following the
enactment of the Job Creation Law contradicts the principle of the rule of law, and
to identify the appropriate concept of discretion that aligns with such principle. The
significance of this research lies in identifying specific areas of discretion
throughout the mining licensing process that conflict with the rule of law, as well
as analyzing the resulting legal, environmental, and social implications. This
research employs a normative legal method with a prescriptive nature, utilizing a
juridical-normative research type and adopting both statutory and conceptual
approaches. The findings indicate that the concept of discretion in mining licensing
after the Job Creation Law, manifested in the determination of mining companies
not required to conduct an Environmental Impact Assessment (AMDAL), the
authorization of mining operations within protected forest areas, and the
government’s determination of the adequacy of public participation, contradicts
the principle of the rule of law. Furthermore, the study reveals that such discretion
gives rise to legal uncertainty, environmental injustice, and social injustice.
Therefore, it is recommended that the requirements for discretion be restored to
their previous formulation by reinstating the condition “not in conflict with laws
and regulations,” as previously stipulated in the Government Administration Law.
In addition, the Job Creation Law and its implementing regulations should be
revised.
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